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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang
dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap
pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Good Governance
diartikan sebagai bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Partisipasi
masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas
publik dan otonomi daerah.
Menurut UU No. 32/2004 (2004 : 4). “Otonomi daerah adalah hak
wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut, maka akan tampak
bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan
mengurus kepentingannya sendiri.
Melaksanakan kegiatan pemerintahan yang dalam pencapaian good
governance, seperti yang tertuang dalam penjelasan bahwa “otonomi daerah
identik dengan tuntutan akuntabilitas, good governance, dan sebagainya, maka
pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat
mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat secara jujur (Enho, 2008: 2).
Akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik sudah disadari dan sudah
direfleksikan dalam berbagai peraturan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban
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laporan pertanggungjawaban kepala daerah antara lain neraca, laporan realisasi
anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Indra Bastian,
2006).
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) kabupaten Pelalawan tahun 2012 dikemas dalam tiga buku. Buku I
adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan opini atas Laporan Keuangan tersebut.
Buku II, memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian
Intern dan Buku III adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP – DPP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan TA 2012.
Opini ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hasil atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Pelalawan tahun 2011, Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan termasuk
pemerintah daerah yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) TA 2012 unaudited tepat waktu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
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keuangan tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas
laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Adapun
paragraf penjelasan adalah pada akun realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) TA
2012.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK
tersebut didasarkan pada langkah – langkah perbaikan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten
Pelalawan telah melakukan inventarisasi dan penelusuran dokumen atas seluruh
Aset Tetap yang diperoleh untuk periode 2007 s.d. 2012 guna disajikan dalam
Neraca per 31 Desember 2012 berdasarkan prinsip harga perolehan, telah
melakukan penatausahaan dan inventarisasi persediaan akhir tahun yang lebih
baik dan telah berkurangnya penggunaan langsung penerimaan Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan penerimaan pelayanan air bersih pada
BPAP Dinas Cipta Karya.
Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan,
namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang
dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP DPP yang
diberikan BPK.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan
permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah
(1) Penyajian Investasi Non- Permanen Lainnya belum sesuai dengan Standar
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Pelalawan belum tertib,
(3) Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Tahun 2012 dan penambahan
modal pada BUMD PD. Tuah Sekata tidak disertai Perda tentang penambahan
penyertaan modal, (4) Terdapat tunjangan anak melampaui batas usia yang
ditentukan masih dibayarkan dalam daftar gaji s.d. TA 2012.
Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain (1) Terdapat penggunaan langsung pendapatan
retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Selasih, (2) Penyajian Aset tetap dalam
Neraca belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (3) Terdapat
Utang Jangka Pendek di Neraca kepada Pihak Ketiga tahun 2011 belum
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berharap agar
hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2012 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Kabupaten Pelalawan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak
lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI.
Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan
bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-
lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
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pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti
Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam rangka
penyusunan dan penghasilan Laporan Keuangan pemerintah yang baik dan benar,
Yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar
Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan presiden dan Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan
SAP.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah Indonesia. Sesuai dengan PP No. 71 pada bagian  “Standar akuntansi
Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Namun Roesyanto
(2007) menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun
laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24
Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)”. Sehubungan
dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka
perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan
keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Faktor lain Selain pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada
Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud dilihat dari
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memperhatikan pendidikan  dari perangkat SKPD, maka akan berhubungan
dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam
penyusunan laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan fenomena atas
penelitian oleh King dalam Efendi (2005) tentang penetapan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di beberapa daerah seperti kota ataupun kabupaten di Indonesia.
Menyimpulkan bahwa : “penempatan PNS sering tidak sesuai dengan kapasitas
pegawai yang bersangkutan”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan
(2006), “tingkat pendidikan birokrasi Negara Indonesia sebagian besar
berpendidikan SLTA kebawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat
memengaruhi inovasi dan kreativitasnya dalam mengambil keputusan”. Hal ini
sangat memprihatinkan dimana seharusnya menyusun Laporan Keuangan
dibutuhkan sumber daya yang benar-benar berkualitas.
Selain itu perlu juga diperhatikan faktor pelatihan dalam mendukung
perangkat daerah SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Pelatihan ini
dimaksudkan agar perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak
mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah
terbiasa melalui adanya pelatihan. Namun Menpan (2005) menyatakan
“pendidikan dan pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas
guna memenuhi persyaratan jabatan”. Akibatnya pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan kurang efektif dan efisien.
Motivasi penelitian ini yaitu ingin menguji atau mengetahui kembali
apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan,
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laporan keuangan SKPD di kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini berpijak dari penelitian terdahulu Beti Rahim (2012), pada
penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman SAP
berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Sedangkan
pendidikan, pelatihan, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
penyusunan laporan keuangan daerah. Pada penelitian Yohanes (2008),
menunjukkan hasil bahwa pemahaman SAP, pendidikan, dan pelatihan tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif,
sedangkan latar belakang pendidikan mempunyai hubungan yang positif  namun
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan
keuangan. Sedangkan pada penelitian Junita Putri Rajana (2009), menunjukkan
pemahaman SAP, latar belakang, strata pendidikan dan pelatihan tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negtif.
Kelebihan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu dengan
menambahkan satu variabel yaitu variabel transparansi. Transparansi adalah
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebujakan keuangan daerah
dan transparansi termasuk dalam audit. Tujuan dilakukannya penelitian ini
kembali untuk menguji kembali apakah pemahaman SAP, pendidikan, pelatihan,
akuntabilitas serta transparansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan
keuangan daerah.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk
mengetahui pengaruh dari pemahaman terhadap SAP, Pendidikan, Pelatihan,
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dalam sebuah skripsi berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas Serta
Transparansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan”.
1.2 Perumusan Masalah
Dengan adanya latar belakang serta fakta-fakta diatas, maka penulis
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1) Apakah Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas serta
Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Pelalawan ?
2) Apakah Pemahaman SAP, Pendidikan, Pelatihan, Akuntabilitas serta
Transparansi berpengaruh secara Simultan terhadap penyusunan Laporan
Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Pelalawan ?
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, pendidikan, pelatihan,
akuntabilitas serta transparansi terhadap perangkat SKPD secara parsial
terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, pendidikan, pelatihan,
akuntabilitas serta trasparansi terhadap perangkat SKPD secara simultan
terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.
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1) Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah juga
diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah. Serta dapat meningkatkan SDM dalam menyusun
laporan keuangan daerah melalui pemahaman terhadap SAP, pendidikan,
pelatihan, akuntabilitas serta transparansi.
2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini agar dapat memperdalam pengetahuan
peneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap SAP, pendidikan, pelatihan,
akuntabilitas serta transparansi baik secara parsial dan simultan terhadap
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk
penelitian selanjutnya.
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1.4 Sistematika Penulisan
Menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya pembahasan maka
berikut ini akan disajikan suatu gambaran ringkas sistematika penulisan yang akan
dibagi menjadi 6 bab sebagai berikut :
BAB I : Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II : Dalam bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian
yang penulis lakukan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai
pengertian SAP, pendidikan, pelatihan, akuntabilitas dan
penyusunan laporan keuangan.
BAB III : Bab ini berisikan tentang metode penelitian yaitu lokasi
penelitian, sampel dan populasi, operasional variable, sumber dan
jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
BAB IV : Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis
dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut
BAB V : Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan
dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan
hasil dari penelitian yang dilakukan.
